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ABSTRAK
Nama :  Zulfatul Hamdiyah
NIM :202210110311222
Judul :  Penyitaan Aset Digital Berupa

Cryptocurrency sebagai Upaya Pemulihan
Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana
Korupsi oleh Kejaksaan

Dosen Pembimbing :  Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum
Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penelitian ini membahas perbedaan proses penyitaan aset digital berupa
cryptocurrency dengan penyitaan aset biasa yang dilakukan oleh Kejaksaan dalam
perkara tindak pidana korupsi, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
eksekusi penyitaan aset digital tersebut. Penyitaan aset digital menghadirkan
tantangan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia karena karakteristiknya
yang tidak berwujud, terdesentralisasi, dan menggunakan teknologi blockchain
yang sulit dilacak. Berbeda dengan penyitaan aset konvensional seperti rumah,
kendaraan, atau benda bergerak lainnya yang dilakukan melalui penguasaan fisik
dan penandaan penyitaan, penyitaan aset digital dilakukan melalui pemblokiran
wallet, pengamanan private key, serta publikasi resmi kepada masyarakat untuk
memastikan legitimasi tindakan penyitaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan
yuridis empiris dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait, praktik
penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Kota Malang, serta analisis komparatif antara
mekanisme penyitaan aset fisik dan digital. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
hambatan utama dalam penyitaan aset digital meliputi ketiadaan regulasi khusus,
kesulitan memperoleh akses teknis, anonimitas transaksi, serta keterbatasan sumber
daya manusia di bidang forensik digital. Penelitian ini menegaskan pentingnya
penyusunan pedoman teknis nasional mengenai penyitaan aset digital serta
peningkatan kapasitas penegak hukum agar proses pemulihan kerugian negara
akibat tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara efektif dan sesuai asas
kepastian hukum.

Kata Kunci: penyitaan aset digital, kripto, kejaksaan, tindak pidana korupsi.
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ABSTRACT
Name :  Zulfatul Hamdiyah
Student 1d :202210110311222
Title :  Penyitaan Aset Digital Berupa

Cryptocurrency sebagai Upaya Pemulihan
Kerugian Negara Hasil Tindak Pidana
Korupsi oleh Kejaksaan

Supervisor :  Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum
Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

This research examines the differences between the seizure process of digital assets
such as cryptocurrency and the seizure of conventional physical assets conducted
by the Prosecutor’s Olffice in corruption cases, as well as the challenges
encountered in executing digital asset seizures. The seizure of digital assets
introduces new complexities into the Indonesian criminal justice system due to their
intangible nature, decentralized structure, and reliance on blockchain technology,
which makes tracing significantly more difficult. Unlike conventional asset seizures
such as houses, vehicles, or -movable goods which involve physical control and
visible seizure markings, digital asset seizures rely on wallet blocking, securing
private keys, and official public announcements to ensure the legitimacy of state
control. This study adopts an empirical juridical approach by analyzing relevant
statutory regulations, examining practices at the Malang City Prosecutor’s Olffice,
and comparing procedural differences between physical and digital asset seizures.
The findings reveal that the primary obstacles in seizing digital assets include the
absence of specific regulations, difficulties in obtaining technical access,
transactional anonymity, and limited human resource capacity in digital forensic
expertise. The study highlights the urgent need for comprehensive national
guidelines on digital asset seizure and capacity building for law enforcement
agencies to ensure effective state asset recovery and compliance with the principle
of legal certainty.

Keywords: digital asset seizure, cryptocurrency, Prosecutor’s Office, corruption
crimes,

Vi
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